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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.
Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan

pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka
disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam
penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9
(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta

konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang sebagai salah satu
Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang
penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas

data yang akurat dan komprehensif.



Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan

kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1.

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik; dan

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;



Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan
pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB I

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan (BPPMHKP) Semarang adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data
Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/.... (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang

disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan
jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima
berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah



ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu

jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden

sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini

penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang

bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1

(satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat)

bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.

Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja
Persiapan April 2026 8
Pengumpulan Data April-Juni 2026 60
Pengolahan Data dan Analisis Hasil  July 2026 7
Penyusunan dan Pelaporan Hasil July 2026 7



2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima
layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang periode survei
sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan Il tahun 2026, maka
populasi penerima layanan pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang dalam kurun waktu triwulan Il tahun 2026 adalah
sebanyak 76 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan
besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.
Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus

dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 40 orang.

Populasi (N} | Sampel(n) (Fopulasi(N) Sampel(n) Populasi(N) Sampel (n)
10 i [i] 120 14 1300 zZ
15 14 prali] 144 1300 207
a0 19 280 144 1400 0z
18 24 150 182 1800 208
4 i 150 188 1868 218
I8 a2 arn 185 1700 213
Bl 35 180 162 1800 T

[ s 4 | 90 165 1900 320
3 e 300 18% 2000 | 22
L] 44 120 17 2200 h Fa
g . ] 140 184 2400 224
ES 5E 160 1BE 2E0D IT5
a 55 180 181 Falili] 38
3 B3 SO0 106 S0 | i
B B 420 2M 2500 hai
B3 T -] 205 2000 51
50 L] A0 21 4800 ZE4
98 TE A8D 214 5000 1.7
100 1 F00 217 0D 361
110 1] 550 235 TH0D | 364
130 Bl g0l 234 BOD | 36T
1340 T 50 243 phi i 64




BAB Il
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM
3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

diperoleh yaitu 76 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 Jenis Kelamin Laki-laki 41 54%
Perempuan 35 46%
2 Usia Dibawah 25 5 %
2545 64 84%
46-60 7 %
>60 0 0%
3 Pendidikan D 0 0%
SMP 0 0%
SMA 2 %
D3 36 47%
81 37 49%
R 1 1%
$3 0 0%
4 Pekerjaan ASN 0 0%
TNI/POLRI 0 0%
Pelaku Usaha KKP 19 19%
Pegawai Swasta 55 2%
Wirausaha Non KKP 2 3%
Pelajar/Mahasiswa 0 0%
5 Jenis Layanan Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan 19 25%
Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif 0 0%
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air 0 0%
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP) 2 3%
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk 53 70%
pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 2 3%
Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi lkan 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya lkan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat lkan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik 0 0%
0%




3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh

hasil sebagai berikut :

IKM per unsur
Kategori

IKM Unit Layanan

Ul

3,78

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

U2 U3 U4 U5 U6 u7

3,78 3,83 382 383 370 375

A A A A A A

94,74 (A atau Sangat Baik)

us U9
382 382
A A



Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
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BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
1. Tigaunsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelaksana mendapatkan
nilai terendah yaitu 3,70. Selanjutnya Perilaku Pelaksana mendapatkan mendapatkan
nilai 3,75 adalah nilai terendah kedua dan Sistem, Persyaratan dan Sistem Mekanisme

dan Prosedur yang mendapatkan nilai 3,78 adalah nilai terendah ketiga.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Waktu penyelesaian dan
Produk spesifikasi jenis pelayanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,83. Selanjutnya

Biaya/ tarif mendapatkan nilai 3,82

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link
kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang
menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu

sebagai berikut :

e “Jika terdapat perubahan ketentuan di sistem dll harap dikomunikasikan dengan
pihak perusahaan.”.

e “Pengecekan jangan hanya di awal tp di usahakan harus dicek dr awal (pengajuan)
sampai ahir (penerbitan).”.

e “inputan sistem ketika terjadi ketidaksesuain inputan, hendaknya terdapat
disclaimer atau pemberitahuan terkait persyaratan input yang diterima oleh
sistem.”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai
berikut :
e Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan
terkait pelayanan publik.
e Persyaratan kelengkapan dokumen sertifikasi sudah ditampilkan di ruang pelayanan,
namun pengguna jasa cenderung bertanya secara langsung kepada petugas

pelayanan.
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e Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan

registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala jaringan dan

kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses sertifikasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi

Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada Triwulan 1l 2026. Penentuan

perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari

12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang

(lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel

berikut:
No Prioritas Program / Kegiatan Waktu Penanggu
unsur (Triwulan 111 2026) ng
Juli | Agustus| September Jawab
1 | Kompetensi | Rapat internal Ketua Tim Vv Vv Tim Pelayanan
Pelayanan Kerja, Dukungan Manajerial Publik
dengan petugas pelayanan
membahas terkait pelatihan
kemampuan yang harus
dimiliki  oleh  pelaksana
meliputi pengetahuan,
keahlian, ketrampilan dan
pengalaman
2 | Perilaku Rapat internal Ketua Tim Vv Tim Pelayanan
pelaksana Kerja, Dukungan Manajerial Publik
dengan petugas pelayanan
membahas terkait sikap
petugas dalam memberikan
pelayanan.
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3 | Sistem, Memberikan Penerangan v | Tim Pelayanan

mekanisme dan dan ' pembuatan  brosur Publik
terkait Prosedur tata cara

prosedur pelayanan yang berlaku /
terbaru bagi pemberi dan
penerima pelayanan,

termasuk pengaduan.

4.3 Tren Nilai SKM

Nilai SKM Balai Pengendalian Dan Pengawasan Mutu, Hasil
Kelautan Dan Perikanan Semarang Triwulan | 2026 - Triwulan ||
Tahun 2026

96

95 94,74
%4

93
92
91 ,06
90

89
Triwulan 1 Triwulan 2

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan
survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan
pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan
publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari
penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang

dapat dilihat melalui grafik berikut :

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi sedikit penurunan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan | 2026 hingga triwulan Il
2026 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

(BPPMHKP) Semarang

12



BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode

Triwulan Il mulai April hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang, secara umum mencerminkan tingkat
kualitas yang Sangat Baik dengan peningkatan nilai SKM 94,74. Kemudian nilai SKM
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(BPPMHKP)  Semarang  menunjukkan  konsistensi  peningkatan  kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan 1 2026 (91,06) hingga triwulan I
2026 (94,74).

e Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan
yaitu Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksanaan dan Persyaratan dan Sistem

Mekanisme dan Prosedur.

e Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Waktu penyelesaian dan

Produk spesifikasi jenis pelayanan, dan Biaya/ tarif.

Semarang, 10 Juli 2026
Kepala Balai PPMHKP Semarang

A IKANP
G < ,
S <
&
NA IKAN
LAl KARANT!
P::GENDAL\AN MUTUK%:‘NAN
KEAMANAN HASIL PER!
SEMARANG
\ -

Heny Irawati, S.Pi., M.P
NIP. 197604112005022001
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2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG
PERIODE TRIWULAN Il 2026

3

JENIS LAYANAN e T

U1 U2 [Us | ua]

KRITIK DAN SARAN NILATPER

s [TINGKATKAN TERUS PELATANANNYA
e keticlksesuain Inputan. herdaknya erdapatdseaimer ata permberitahuan tokal pesyaras
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Jenis Kelamin Laki-laki

Perempuan 35 46%
2 Usia Dibawah 25 5 %
25-45 64 84%
46-60 7 9%
>60 0 0%
3 Pendidikan SD 0 0%
SMP 0 0%
SMA 2 3%
D3 36 47%
S1 37 49%
S2 1 1%
S3 0 0%
4 Pekerjaan ASN 0 0%
TNI/POLRI 0 0%
Pelaku Usaha KKP 19 19%
Pegawai Swasta 55 2%
Wirausaha Non KKP 2 3%
Pelajar/Mahasiswa 0 0%
5 Jenis Layanan Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan 19 25%
Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif 0 0%
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air 0 0%
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP) 2 3%
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk 53 70%

pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 2 3%
Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan lkan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik 0 0%
Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat lkan Yang Baik 0 0%
0%




3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

16



() ST e
TERIMA KASIH

PPID BPPMHKP
SEMARANG

Kerpetenl Pety w\
Polrpera rice

N INFORNAS TERIUKA -
e eCgsana lyparzn i zere e temrasa b PP'D

é ’ »\,) du {,{:

“ »»-“é *

‘s

W

o
dengan ketentuan yang berlaku sehingga
setigp  Prat b

17



PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK
oI 0 ;

Ay Senad Tarpe Byae

Mg ey di. oads Wkrga 2drss baalde
Y ad gy n ncc - l\.l

Kami jugd m%nvedi;«_‘-c,-::;u' :lat hentu
B(gl penyandang tuna netra, petugas i
mer nbunkm endampingan secara Ianqwn;

18



19



KEVEHTERN
KELVSTAN DAN
FENRANSH

LAYANAN

@ 6 ® © 6

AT MITRCRAN WEATEARR [0 FOINLEFRD
WO AW ppetp v Ao ew Wl ey
— — = e o T\ rmvENrEes
9 L AN

PR
o FENMOSHONAN NFONMAS) Lhg 5
(Pl HASIL SURVEI

——— {EPUASAN
T “ASYARA KAT

@ & ) @ ayanan Informasi Publik

S Highe AR, PID EPPMHKP Samarang
rairg el W e 'M.’”““m‘.'“‘
NALIADY NPFINOR )

@ @ O

g aew e e LIV IR L N

’ APRESIAS TERTINGGI MASYARAKAT
-

@ Gy wwven e bt @ Feant s o sty wieed

AFRERAL
TERTINGGI NASEARAKA]

ETTTERL LA MTIEUED

ADVLAN AN A MDY

100

Pavdenwiinhean
Sha BEshAbe st
| Ay =P 21

[ D runivie nowa
[ © L smascmyr o dwm b

FOMUES PEREA K AS AERMELAN UTEN

& a

e Ko dan L ]
.. e yne -l . -

COrsAR AN MawAg
L NLLS 2 A L

20



l.ere
2y vars.

el Pawads v
xinadwtae

s LA

e o Ay 0 U D

I AN 3
L. DR TR A L TR ]

LW a2 L L
L S T R T C MM YR

M

B w Mo BN
g e .

N 1INV,
solles 730 % Thisdew bowl 0 o
- et e ek

Sudak Skap delun 22

Bl My oy g
2

Cun N L LRl
el -~ . -

RS LTI ¢ worecs S 1 cobeme W TIe
NoTLIaY . ' E o e L

cw Pa by AN s gy
B P T

A BV Sen
K
2
e WS e s
o | NS ke d CP
- - Vo . - - L S L
g x TDcliw g i &y X oo uxumtNIF
Ve AR TR TR TR ok rah paceaty s P
Yrdd 1IREYAY T D Vel D000 € AN o ey S dgu D vdey
NV a Ina s e 1200 . TN
Pyl oy e A ey e .m‘ Loy \a - L LR N
s LA A : v \ ': ‘:""-“- AR YN/

Miim i

Ceriticre ey an ww
e B o
L

o

TR TS L
R B Ry S
doearan la adaoetesy
MU d b A - e

L 1
dug hoe ko 19 banire vom s e e B Wb e
A1 TEY wngy WA B
L LA B TS
B ooonm s ol e s g I
o R - X

21



Tetranpe Saban osslest adw e

Ny

-} hanoet

AT powdy LR Ty

ropded GACC Dacres 280 ree | Jond 3024

rergpartiomn Jwrree 240 benost can

S ebar Indrogas pom Car lvy den bilae
= Ak ek e b

1. Nskarlare Perpan angan Clomrte
15 Tedwa SISO TN pagaain WiEn
Lo st A0 by Laa e b
MaragrarRsh wria Kaba

113 asperper|ar gen Jlse et x aatian
£ ouvan Doy snd lar 055 o
sy Ly

| §

My Agua KIPW T

Fromatan dan Irmpican

20 D

Vo Jenn BV b

| Forgs
Poewerbohon = R Plwra Sroeamase
Faoa e W

Lzt don
Uocels Cavomr “2r- Fduran i
UM M0 B

g Aatchor Lusaran
AL ISyan Kurrel S
dw1 142 ¥

sRdand telwd az foed o
wrluk updaie caavn

LN TRV » ST RV T
u: - WinTtrees sy o
bodar b2 en aogpor ke L

sthed wloh”™ Ichnweas V)

> 12 Nel
MM Iy on cwread o 1R
MO der Siprasan anm el dwt S
LR TT Y < ‘s
B0 63707 18 N D026 dengr

LaTRaNdArRIN

 §

‘ W lpnnE

Seburad Soww) Bpod 1= B i

2 pauboben pad s SLATNUTU yorg
R0k puy SUNG I iy 5ok p s
TAWME 140 'm

Lapedl b babange

LA heterne
e jaricond aee
& oune rzlen ok

resbin bed fal oy s bardar
st Uber oy 1 W2 2028
ETC A targpd
TN
20 Al 20026 reladal AAP NUTU
" An 1300'™ nd prooss
Jul Ed<nr
SN SO dopr
chaoucn g 4 ve 2006,
acal

ST
O ol v gy
H20da kel o
| Aue Pl pantonny)
(Pt Py 410

Cerrenr dsarpa ke ke

thqae waud b o didee oy tab leds
[LE] S 3

22



o
pelathan DIi€fing ¢

'Y
= melalui pembelajaran, pelatihan

‘ang tersedia
PID [musik]

23



;_-‘_-"

= P T (AT
= g8 l .~

24



25



26



27



28



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan | Tahun 2026

BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANANAN (BPPMHKP) SEMARANG

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

2026
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang
berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan
diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah
satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas
partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah
merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan
publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen
tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan
pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi
lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk
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mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang perlu menyusun rencana tindak
lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini
dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat

dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.
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BAB I
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Semarang periode triwulan | tahun 2026
menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat

terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan | Tahun 2026

No Unsur IKM Mutu Layanan
1 Persyaratan 3,67 A
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,62 A
3 Waktu Penyelesaian 3,65 A
4 Biaya/Tarif 3,67 A
5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 3,64 A

Pelayanan
6 Kompetensi Pelaksana 3,53 A
7 Perilaku Pelaksana 3,58 A
8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 3,71 A
Masukan
9 Sarana dan Prasarana 3,68 A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi
lanjutan angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana

tindak lanjut perbaikan.
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Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti

dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur

dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Waktu

No Prioritas Program / Kegiatan (Triwulan 1 2026) Penanggung
Unsur Jawab
April Mei Juni
1 | Kompetensi Sosialisasi secara daring Vv Tim
Pelaksana maupun luring  kepada Pelayanan
petugas Pelayanan untuk Publik
meningkatkan pelayanan
publik
2 | Perilaku Rapat Intern  petugas J Tim
Pelaksana pelayanan dengan ketua Pelayanan
tim kerja untuk Publik
memberikan arahan sikap
petugas dalam memberi
pelayanan kepada
pengguna jasa
3 | Sistem, Publikasi prosedur J Tim
Mekanisme | |Jayanan melalui media PeFl)af:_T(a”
ubli

dan Prosedur

cetak (banner, brosur,
pamflet dsb) dan media
elektronik
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Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

BAB Il

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

maupun luring kepada
pegawai untuk
meningkatkan Kompetensi
Pelaksana

secara daring
menggunakan aplikasi
zoom meeting kepada
pengawai di bagian

Pelayanan

Apakah RTL Deskripsi Tindak
. . Telah . : . Tantangan/
No Rencana Tindak Lanjut Lanjut (Mohon Dokumentasi Kegiatan
Ditindaklanjuti Dijabarkan) Hambatan
(Sudah/Belum)
1 Sosialisasi secara daring Sudah Melakukan sosialisasi " Jaringan internet
Pelayanan Publik 2026 OERTIFIKAT
R~ terkadang kurang

s & rm

Your 3. om

LLS TR (TSR R RN
i S A ke
& \.
\ Y ﬁ et e b

baik dan
menghambat
kegiatan sosialisasi,
webinar dll
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Rapat Intern petugas
pelayanan dengan ketua tim
kerja Dokumen Manajerial
untuk memberikan arahan
sikap petugas dalam
memberi pelayanan kepada
pengguna jasa

Sudah

Melakukan Rapat Intern
petugas pelayanan
dengan ketua tim kerja
untuk memberikan
arahan sikap petugas
dalam memberi
pelayanan kepada
pengguna jasa

Tidak ada hambatan
saat pelaksanaan

35



Publikasi prosedur layanan
melalui  media cetak
(banner, brosur, pamflet
dsb) dan media elektronik

Sudah

Melakukan publikasi
prosedur layanan
melalui media cetak
banner dan media
elektronik

) e . |
LAYANAN wéﬂ
INFORMASIPUBLI

PAO EPPVIER SENAR X

Tidak ada hambatan
saat pelaksanaan
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BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat

ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

(BPPMHKP) Semarang telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak

100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak

lanjut X 100%)

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai

strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan

untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya

RTL antara lain :

No Strategi Target Waktu | Penanggung Stakeholder
RTL . . .
Penyelesaian | Penyelesaian Jawab Terkait
1 | Sosialisasi Pemberitahu | <3 bulan Tim Pengguna jasa
secara daring |an  melalui pelayanan lingkup Badan
maupun luring | 9"Up WA publik Pengendalian
kepada pengguna dan
pengguna jasa jasa 'atau Pengawasan
terkait produk gﬁmberslzgl:a Mutu  Hasil
§p§5|f|ka5| personal Kelz_iutan dan
jenis melalui WA Perikanan
pelayanan atau  tatap (BPPMHKP)
muka terkait Semarang
produk
spesifikasi
jenis
pelayanan
2 | Publikasi Pemberitahu | <3 bulan Tim Pengguna jasa
persyaratan an  melalui pelayanan lingkup Badan
layanan grup WA publik Pengendalian
pengguna dan
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melalui media | jasa atau Pengawasan
cetak (banner, | pemberitahu Mutu  Hasil
brosur, an  secara Kelautan dan
pamflet  dsb) | Personal Perikanan
dan  media | Melalul WA (BPPMHKP)
elektronik atau - tatap Semarang

i _ muka terkait
(medla sosial, persyaratan
tiktok,  grup layanan
WA dsb)
Publikasi Pemberitahu | <3 bulan Tim Pengguna jasa
prosedur an  melalui pelayanan lingkup Badan
layanan grup WA publik Pengendalian
melalui media | Pengguna dan
cetak (banner, jasa atau Pengawasan
brosur, gﬁmbegz‘zz;’a Mutu  Hasil
pamflet dsb) personal Kelgutan dan
dan media | ajalui WA Perikanan
elektronik atau  tatap (BPPMHKP)
(media sosial, | muka terkait Semarang
tiktok, grup | perosedur
WA dsb) layanan

BALAI KARANTINA IKAN

TU DA
GENDA\.IAN MU
K:EaANAN HASIL PER‘KANAN
SEMARANG
- ’
X >

Heny Irawati, S.Pi., M.P

Semarang, 10 Juli 2026

Kepala Balai PPMHKP Semarang,

2
N

NIP. 197604112005022001
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